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                                                       NIP.196911271990091001 

 

 
Nama SOP : Kasi Kesejahteraan Sosial 

                                                     Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.                                                    

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan. 
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sosial. 

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang kriteria 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan 

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

1. Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Kesejahteraan Sosial. 

b. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, menyusun, menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta 
menyimpan data ke dalam komputer dengan cara disposisi atau secara lisan agar mengetahui 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

d. Melaksanakn koordinasi dengan instansi lain. 
e. Memeriksa file/mengkoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan, 

pengumpulan data kartu Indonesia Sehat (KIS), mengonsep laporan, membuat telaah staf 

untuk menigkatkan kerja. 
f. Membuat laporan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

h. Melaporkan hasil dengan tugas pokok dan fungsinya. 
i. Melaporkan hasil kerja dan pencapaian kerja. 

j. Melaksanakan tugas kedisiplinan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 

1. Kantor wilayah BPJS Cabang Palembang 
2. Camat dan Kelurahan Kota Palembang 

1. Surat pengantar dari Dinas/ Instansi ditunjukan kepada Dinas Sosial disposisi ditujukan 
kepada Kepala Kesejahteraan Sosial untuk dilaksanakan. 

2. Data- data yang diperlukan untuk prosedur Kesejahteraan Sosial. 

3. Komputer dan printer. 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

- - 



 

ALUR PROSES KERJA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL  

 

1. PROSEDUR PENGUSULAN PENERIMA BANTUAN IURAN KARTU INDONESIA SEHAT 

 (PBI JKN KIS) BAGI WARGA YANG SAKIT/BUTUH SEGERA UNTUK BEROBAT (URGENT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASYARAKAT 

DATANG KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DI LOKET A 10 MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PBI JKN KIS DENGAN 

MELAMPIRKAN 

1. FOTOKOPI  SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KELURAHAN  (ASLI) 

2. FOTOKOPI KK & KTP 

3. FOTO RUMAH (TAMPAK DEPAN, DAPUR, KAMAR MANDI DAN TEMPAT 

TIDUR) 

4. FOTOKOPI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK/ PEMBELIAN TOKEN BULAN 

TERAKHIR 

5. SURAT DARI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS YANG MENYATAKAN DIAGNOSA 

PENYAKIT WARGA YANG MAU DIUSULKAN 

CATATAN :  

- TERCATAT SEBAGAI WARGA KOTA PALEMBANG 

- PENGURUSAN WAJIB DILAKUKAN YBS/ANGGOTA KELUARGA DALAM 

SATU KK 

- NOMOR KK & NIK HARUS SESUAI DENGAN DATA DI DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANGDALAM STATUS 

AKTIF (ONLINE). 

- APABILA SUDAH TERDAFTAR DI BPJS SEBAGAI PEKERJA MANDIRI ATAU 

PEKERJA PENERIMA UPAH HARUS MELAMPIRKAN FOTO KOPI KARTU 

BPJS YANG LAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

KELURAHAN 

1. MEMBUATKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (APABILA 

MASYARAKAT YANG INGIN LANGSUNG MENGAJUKAN KE DINSOS). 

2. MENERIMA PENGUSULAN MASYARAT MISKIN/TIDAK MAMPU UNTUK 

DIUSULKAN SEBAGAI PBI JKN KIS  BAGI PENGUSULAN BIASA YANG 

BELUM MEMBUTUHKAN SEGERA SECARA KOLEKTIF SETIAP BULAN 

TANGGAL 15 MENGIRIMKAN BERUPA FILE DIISI PADA FORM YANG TELAH 

DITENTUKAN. 

PELAYANAN PBI  KIS A 10 (DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG) 

STAF 

INFORMASI/PELAYANAN 

 KEPALA SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

 OPERATOR 

KOMPUTER 

 KEPALA BIDANG 

PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

- Menjelaskan tentang syarat-

syarat pengusulan. 

- Menerima berkas dari 

masyarakat yang 

mengusulan serta mengecek 

kelengkapan berkas. 

- Menerima file pengusulan 

dari kelurahan 

- Memberikan 

disposisi berkas 

proses/tidak 

 

- Mengetik usulan 

masyarakat 

sesuai dengan KK 

dan mengusulkan 

file dari 

kelurahan 

- Membuat surat 

pengantar usulan 

ke BPJS 

 

 - Memeriksa dan 

mengoreksi 

pengetikan 

usulan dan surat 

yang dibuat 

operator dan 

paraf 

 - Mengecek kembali 

usulan dan surat 

yang telah dibuat 

serta 

penandatanganan 

  - Penomoran dan 

pengarsipan 

 

 

 

 
KANTOR CABANG BPJS PALEMBANG 



 

 

 

 

2.  PROSEDUR PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI PBI JKN KIS BAYI BARU LAHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASYARAKAT 

1. FOTOKOPI KK &KTP (ORANG TUA BAYI). 

2. FOTO KOPI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RUMAH SAKIT, 

PUSKESMAS ATAU BIDAN TEMPAT BAYI DILAHIRKAN. 

3. FOTOKOPI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) IBU YANG MELAHIRKAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS SOSIAL 

STAF 

INFORMASI/PELAYANAN 

 OPERATOR 

KOMPUTER 

 KEPALA SEKSI 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

- Menjelaskan tentang 

syarat-syarat Pembuatan 

surat 

- Menerima berkas dari 

masyarakat dan 

mengecek kelengkapan 

berkas.  

- Mengetik surat 

rekomendasi 

sesuai  dengan 

berkas yang 

diterima. 

- Memeriksa dan 

mengoreksi pengetikan 

dan menandatangani 

surat. 

 - Penomoran 

dan 

pengarsipan. 

 

 

 

 

KANTOR CABANG BPJS PALEMBANG 



 

 

 

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PBI JKN-KIS 

DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG 

 

 

PEMOHON/MASYARAKAT 

MISKIN 

PETUGAS 

INFORMASI & 

PELAYANAN 

KEPALA SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

OPERATOR 

KOMPUTER 

(PETUGAS 

TEKNIS/ADM) 

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN SOSIAL 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

PENOMORAN DAN 

PENGARSIPAN 

MENGUSULKAN/

MEMINTA SURAT 

REKOMENDASI 

MEMBERIKAN 

INFORMASI 

PERSYARATAN & 

KELENGKAPAN 

BERKAS SERTA 

MENERIMA DAN 

MENGECEK 

KELENGKAPAN 

BERKAS 

MEMBERIKAN 

DISPOSISI BERKAS 

PROSES/TIDAK 

MENGUSULKAN 

ATAU MENGETIK 

SURAT 

REKOMENDASI 

YANG DIBUTHKAN 

MEMERIKSA DAN MENGOREKSI SURAT 

REKOMENDASI SERTA 

PENANDATANGAN SURAT 

REKOMENDASI 

MEMERIKSA DAN 

MENGOREKSI SURAT 

REKOMENDASI 

/PENANDATANGAN 

SURAT REKOMENDASI 


